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Abstract

This study discusses the implementation of accrual accounting in local government in Indonesia, as government regulation 
of PP No. 71 in 2010. Applying the accrual basis is one of reform program in which the government bureaucracy is less 
accountable and transparent in carrying financial management. Then it is required for comprehensive and reliable financial 
statements to stakeholder. The approach used in this research is qualitative description by interviewing, makingdocumentation, 
and applying questionnaires technique to be conducted at the Local County Tax and Financial Management of Yogyakarta 
City. This body is responsible for the financial statement of government that is called SKPKD. This study found that there 
are two main determination factors. First, internal factors: commitment of regional leaders, integrity and professionalism of 
the bureaucracy, the availability of facilities and infrastructures, and government issues fixed assets. Second, external factors: 
unconsistency of regulations, unadequate understanding of Local Legislative, and financial statements opinion, as reasons for 
unable application of the accrual basis although it is believed to maintain existing regional assets.Based on these findings, it is 
recommended that the application of accrual basis must consider the readiness of the government as executive and parliament 
as representatives of the people in observing of the running government programs, for instance through the course, training, 
socialization and mentoring, including the parliament to be able to scrutinize the overall financial statements.

Key words: Accountability, accrual basis, financial statements, government of Yogyakarta City, transparency

Abstrak

Tulisanini mendiskusikan implementasi dari akuntasi akrual pada pemerintah daerah di Indonesia, sesuai Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Penggunaan basis akrual adalah satu program reformasi karena birokrasi pemerintah 
tidak akuntabel dan transparan dalam hal pelaksanaan manajemen keuangan. Karenanya, basis akrual dibutuhkan untuk 
memberikan laporan keuangan yang komprehensif dan dapat dipercaya kepada para pemangku kepentingan. Pendekatan 
yang dipakai dalam riset ini adalah deskripsi kualitatif dengan wawancara, pembuatan dokumentasi, dan penggunanan 
kuesioner untuk dilakukan di Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan (DPDPK). Dinas ini bertanggungjawab 
dalam membuat laporan keuangan yang disebut SKPKD. Kajian ini menemukan bahwa ada dua faktor penentu yang 
utama. Pertama, faktor internal: komitmen pemimpin daerah, integritas dan profesionalisme dalam birokrasi, ketersediaan 
fasilitas dan infrastruktur, dan permasalahan aset tetap pemerintah. Kedua, faktor eksternal yaitu inkonsistensi regulasi, 
opini BPK-RI terhadap laporan keuangan yang ada, dan kurangnya pengetahuan dari pihak legislatif. Faktor-faktor tersebut 
menjadi alasan mengapa basis akrual tidak bisa diaplikasikan meski diyakini dapat me-maintain aset daerah yang ada. 
Berdasarkan temuan-temuan ini, sangatlah direkomendasikan bahwa penggunaan basis akrual harus mempertimbangkan 
kesiapan pemerintah sebagai eksekutif dan parlemen sebagai perwakilan rakyat dalam mengawasi program pemerintah yang 
berjalan. Misalnya, melalui kursus, pelatihan, sosialisasi dan pendampingan, termasuk parlemen harus bisa mencermati 
laporan keuangan yang dibuat.

Kata Kunci: Akuntabilitas, basis akrual, laporan keuangan, pemerintah Kota Yogyakarta, transparansi
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I. PENDAHULUAN

Pada tahun 2010, pemerintah mengeluarkan 
peraturan baru tentang standar akuntansi 
pemerintahan, melalui PP Nomor 71 Tahun 
2010, yang mengatur tentang penggunaan 
basis akrual dalam pengelolaan dan pelaporan 
keuangan pemerintah, untuk menggantikan PP 
Nomor 24 Tahun 2005. 

Basis akrual merupakan basis akuntansi 
yang mengakui pengaruh suatu transaksi pada 
saat terjadinya, tanpa memperhatikan saat kas 
atau setara kas diterima atau dibayar (Kawedar, 
et. al., 2008: 86). Standar akuntansi pemerintah 
berbasis akrual ini diadopsi dari keberhasilan 
pemerintah negara-negara maju untuk me-
ningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
keuangan pemerintah, seperti Selandia Baru, 
Australia, Amerika Serikat, Inggris dan Swedia, 
serta menjadi kesatuan reformasi dalam bidang 
pengelolaan keuangan pemerintah.

Namun adopsi basis akrual ini, se-
pertinya tidak memperhatikan kondisi ku-
alitas pengelolaan keuangan dan lingkungan 
pemerintahan di Indonesia sekarang ini, 
khususnya Pemda. Salah satu indikator kondisi 
keuangan adalah perolehan opini BPK-RI atas 
laporan keuangan yang disajikan. Selama tahun 
2006 hingga 2010, baru 7% laporan keuangan 
Pemda yang berbasis kas menuju akrual yang 
mendapatkan opini WTP (lihat Tabel 1). 

Tabel 1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemda 
TA. 2006-2010

Jurnal Kebijakan & Administrasi Publik JKAP Vol 18, No 1 - Mei 2013

Adanya standar dalam pelaporan ke-
uangan merupakan salah satu upaya untuk 
memperbaiki kualitas dan kinerja pengelolaan 
keuangan pemerintahan sehingga lebih terukur, 
terstruktur dan dapat dibandingkan, sesuai 
dengan indikator yang digunakan dalam 
pelaksanaan good governance. 

Standar akuntansi pemerintahan berbasis 
akrual diharapkan lebih sistematis menuju 
pengelolaan keuangan yang lebih baik sebagai 
salah satu agenda reformasi keuangan di 
Indonesia, serta tantangan di era globalisasi 
sekarang ini yaitu adanya tuntutan akuntabilitas 
dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan 
dengan adanya akuntansi pemerintahan. 

Mewujudkan akuntabilitas dengan 
pemberian informasi dan pengungkapan 
(disclosure) aktivitas serta kinerja keuangan 
pemerintah melalui laporan keuangan 
kepada seluruh stakeholder diperlukan karena 
pemerintah adalah subjek informasi untuk 
memenuhi hak-hak publik yakni hak untuk 
tahu, hak untuk diberi informasi dan didengar 
aspirasinya. 

Sedangkan tantangan akuntansi pemerin-
tahan untuk mewujudkan transparansi atau 
keterbukaan informasi terkait pada aktivitas 
pengelolaan sumber daya publik kepada 
stakeholder dalam mengambil keputusan, 
sehingga informasi akuntansi pada laporan 



31

Erwinton Putra Antonius Tarigan - Lastria Nurtanzila, Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Mewujudkan ...

keuangan yang disajikan kepada masyarakat 
harus handal dan tepat waktu.

Berkaitan dengan uraian di atas, penulis 
melakukan penelitian pada Dinas Pajak Daerah 
dan Pengelolaan Keuangan (selanjutnya disebut 
DPDPK) Kota Yogyakarta yang berperan ganda 
dalam hal penerapan akuntansi yakni sebagai 
SKPD (entitas akuntansi) dan juga sebagai 
SKPKD (entitas pelaporan). 

Fokus penelitian diarahkan pada 
analisis tentang akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan keuangan daerah setelah diterap-
kannya standar akuntansi pemerintahan ber-
basis akrual. Melalui analisis tersebut beberapa 
tujuan yang diharapkan dapat dicapai: (1) 
untuk mengetahui dampak penerapanan 
standar akuntansi pemerintahan berbasis 
akrual atas pelaporan keuangan dalam 
meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Yog-
ya karta;  (2) untuk mengetahui efektivitas 
kebijakan pengelolaan keuangan Pemerintah 
Kota Yogyakarta dalam menerapkan standar 
akuntansi pemerintahan; dan (3) untuk 
mengetahui problematika DPDPK Kota 
Yogyakarta dalam menerapkan PP Nomor 
71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual.

 Untuk mencapai tujuan analisis 
itu, digunakan metode penelitian kualitatif 
des kriptif (Moeleong, 2006:6), dengan 
mengunakan teknik pengumpulan data 
melalui wawancara, analisis dokumentasi dan 
kuisioner pada pegawai di Dinas Pajak Daerah 
dan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota 
Yogyakarta. Kuisioner dilakukan pada 24 
responden dalam mendukung hasil wawancara 
yang dilakukan, sehingga dapat diambil 
kesimpulan dalam menjawab pertanyaan 
penelitian.

II. TINJAUAN TEORI

II.1 Akuntansi Pemerintahan: Teori dan Ke-
bijakan

Penerapan akuntansi pemerintahan berbasis 
akrual menjadi bagian program reformasi 

birokrasi yang direncanakan Pemerintah 
Indonesia. Menurut Heather Thomson 
dalam Widjajarso (2011), tujuan penerapan 
basis akrual dalam pemerintahan, yakni: (1) 
meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem 
keuangan (anggaran, akuntansi dan pelaporan) 
dalam sektor publik; (2) meningkatkan 
pengendalian fiskal, manajemen aset dan budaya 
sektor publik; (3) meningkatkan akuntabilitas 
dalam program penyediaan barang dan jasa oleh 
pemerintah;(4) menyediakan informasi yang 
lebih lengkap untuk pengambilan keputusan; 
(5) mereformasi sistem anggaran belanja 
(appropriasi); dan (6) mencapai transparansi 
yang lebih luas atas biaya pelayanan yang 
dilakukan oleh pemerintah. 

Dengan basis akrual, dapat disajikan 
neraca yang memuat semua kekayaan, utang 
dan ekuitas dana yang dimiliki pemerintah, 
sehingga pengamanan aset lebih dapat 
dihandalkan. 

Dalam penerapan basis akrual perlu 
diketahui karakteristik organisasinya, karena 
dengan berbeda karakteristik akan berbeda 
tujuan. Menurut Siregar dan Siregar (1996:2-
3), perbedaan karakteristik antara perusahaan 
dengan pemerintah adalah: (1) pemerintah 
tidak mencari laba; (2) pemerintahan secara 
kolektif dimiliki oleh masyarakat tanpa bukti 
kepemilikan seperti saham pada perusahaan; 
(3) sumber keuangan diberikan warga negara 
tidak secara langsung berhubungan dengan jasa 
yang diberikan pemerintah.

Perbedaan ini mengakibatkan perbedaan 
tujuan bahwa laporan keuangan pemerintah 
bukan menjadi tujuan akhir melainkan sebagai 
media penyampaian informasi keuangan kepada 
publik sesuai peraturan dan prinsip akuntansi 
berlaku secara umum dalam membangun good 
governance. 

Salah satu konsep mengenai model 
pemerintahan yang akan mendukung ber-
jalannya good governance diajukan oleh 
Osborne dan Gaebler (1996) dalam konsep 
“reinventing government”, yakni pemerintah 
yang menerapkan akuntansi pada pemerintah 
sesuai dengan karakteristik pemerintah itu 
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sendiri serta menuntut setiap manajemen unit 
kerja pemerintah mengalokasikan sumber daya 
yang dimiliki secara efektif dan efisien. Sehingga 
dengan adanya konsep ini, maka pelaksanaan 
akuntansi di pemerintahan tidak terlepas dari 
pelaksanaan anggarannya.

1. Sistem Keuangan dan Anggaran Peme-
rintah

Di Indonesia, sistem keuangan disesuaikan 
dengan pemerintahan yang desentralisasi, 
ditunjukkan dengan adanya sistem keuangan 
pemerintahan pusat dan pemerintahan 
daerah yang tertuang dalam APBN/APBD. 
Ciri keuangan pemerintah (Tanjung, 2012: 
9), yakni: (1) anggaran sebagai pernyataan 
kebijakan publik, target fiskal dan sebagai 
alat pengendalian; (2) investasi dalam aset 
tidak langsung menghasilkan pendapatan; 
(3) kemungkinan penggunaan akuntansi 
dana untuk tujuan pengendalian; dan (4) 
penyusutan nilai aset sebagai sumber daya 
ekonomi karena digunakan dalam kegiatan 
operasional pemerintah.

 Reformasi penganggaran di Indonesia 
yang terjadi, perubahan kebijakan dari 
berbasis masukan (input) menjadi peng-
anggaran berbasis kinerja (berfokus pada 
outcome) merupakan sistem penganggaran 
dalam pelaksanaan good governance dengan 
konsep new public management. 

 Sistem ini digunakan untuk mengatasi 
kelemahan anggaran tradisional yang 
tidak ada tolok ukur kinerjanya untuk 
mencapai tujuan dan sasaran pelayanan 
publik yang diberikan pemerintah. Me-
nurut Bastian (2007), anggaran kinerja 
adalah perencanaan kinerja tahunan secara 
terintegrasi menunjukkan hubungan antara 
tingkat pendanaan program dan hasil yang 
diinginkan dari program tersebut. 

 Anggaran berbasis kinerja lebih me-
nekankan pada konsep value for money 
yakni efektif, efisien dan ekonomis dengan 
indikator ukuran kinerja pengelolaan 

anggaran berdasarkan masukan, keluaran, 
hasil, manfaat, dan dampak.

 Hubungan anggaran berbasis kinerja 
dan akuntansi pemerintahan berbasis 
akrual yakni akuntansi menyediakan 
informasi pada tahapan anggaran mulai dari 
penyusunan anggaran (informasi asumsi 
historis), penetapan anggaran dan realisasi 
anggaran. 

 Model ini mengharuskan perencanaan 
yang dilakukan berbasis pada informasi 
akuntansi berbasis akrual, misalnya dalam 
APBD untuk menentukan cash expenditure 
budget tidak dapat dilakukan tanpa adanya 
informasi utang dan jadwal angsuran utang 
yang akan datang.

 Informasi tersebut dapat disajikan dari 
basis akrual. Anggaran berbasis akrual 
memiliki karakteristik anggaran berbasis 
kinerja yang orientasinya kepada outcomes. 
Anggaran kinerja dapat digunakan untuk 
meningkatkan kinerja pimpinan, misalnya 
kinerja Bupati/Walikota sebagai pimpinan 
daerah. 

 Dengan demikian realisasi anggaran 
kinerja berbasis akrual secara nyata mam-
pu menyediakan data historis yang dapat 
dibandingkan dengan anggaran dan indi-
kator yang ada.

2. Kebijakan dan Standar Akuntansi Pe-
merintahan

Kebijakan akuntansi pemerintah secara 
umum terangkum dalam suatu standar 
akuntansi pemerintahan. Standar menjadi 
pedoman dalam menyusun informasi 
pertanggungjawaban anggaran pemerintah 
melalui laporan keuangan yang disajikan. 

 Standar akuntansi merupakan pedoman 
dan prinsip yang mengatur perlakuan 
akuntansi dalam penyusunan laporan 
keuangan atas pengelolaan keuangan 
pemerintah yang transparan dan akuntabel 
sejalan dengan karakteristik kualitatif 
laporan keuangan (Darise, 2008: 244), 
yakni: (a) relevan; (b) handal; (c) dapat 
dibandingkan; dan (d) dapat dipahami. 
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 Selain menjadi dasar untuk mengambil 
suatu kebijakan dalam mengalokasikan 
sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah, 
standar akuntansi pemerintahan juga 
sebagai dasar auditor dalam melakukan 
pemeriksaan.

3. Hubungan Akuntansi Pemerintahan 
dengan Akuntabilitas dan Transparansi 
Pengelolaan Keuangan

Akuntabilitas keuangan merupakan per-
tanggungjawaban mengenai integritas 
ke uangan, pengungkapan dan ketaatan 
pengelolaan keuangan terhadap peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

 Sasaran dari pertanggungjawaban ada-
lah laporan keuangan dan pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan yang ber-
laku mencakup penerimaan, pe nyim-
panan dan pengeluaran uang oleh instansi 
pemerintah (BPKP, 2000). 

 Kaitan akuntabilitas dengan pelaporan 
keuangan yakni pemberian informasi 
keuangan kepada stakeholder sehingga 
memungkinkan bagi mereka untuk menilai 
pertanggungjawaban pemerintah atas semua 
aktivitas yang dilakukan, bukan hanya 
aktivitas keuangan, dan dapat membantu 
pemakai dalam membuat keputusan 
ekonomi, sosial dan politik (Hadi, 2008: 
14-16). 

 Informasi laporan keuangan dapat 
digunakan untuk memprediksi besarnya 
sumber daya yang dibutuhkan dalam 
operasional organisasi secara berkelanjutan 
(prediktif ) serta mengetahui risiko dan 
ketidakpastian terkait dengan kebijakan 
yang diambil (prospektif ). 

 Tetapi tidak ada jaminan bahwa adanya 
perbaikan sistem atau peraturan akan 
menunjang akuntabilitas para pejabat jika 
pola perilaku para politikus daerah dan 
birokrat masih tetap dipengaruhi oleh nilai-
nilai lama yang kurang mengutamakan 
kepentingan publik, tetapi selalu tunduk 
pada pimpinan politis (Kumorotomo, 
2006). 

 Menurut Harun (2009: 39), penerapan 
basis akuntansi akrual dipercaya sebagai 
suatu teknologi informasi yang superior 
untuk menciptakan transparansi yang lebih 
besar atas aktivitas sektor publik yang 
pada akhirnya bertujuan meningkatkan 
akuntabilitas pemerintahan serta mem-
perbaiki kualitas pengambilan keputusan 
dalam lingkungan pemerintahan.

 Peng aplikasian basis akrual dalam 
akuntansi pemerintahan utamanya untuk 
dapat menentukan cost of services dan charging 
for services, yakni untuk mengetahui besarnya 
biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan 
pelayanan publik serta penentuan harga 
pelayanan yang dibebankan kepada publik, 
sesuai dengan fokus dari pemerintah 
sebagai pemberi pelayanan kepada publik 
(Mardiasmo, 2002: 155). Berbeda dengan 
tujuan penerapan basis akrual dalam sektor 
swasta/perusahaan yang berorientasi dalam 
memaksimalkan laba.

III. HASIL ANALISIS DAN DISKUSI

III.1 Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan 
Keuangan Kota Yogyakarta dalam Kebi-
jakan Keuangan dan Akuntansi

DPDPK Kota Yogyakarta bertanggungjawab 
melaksanakan akuntansi sebagai unit kerja 
(entitas akuntansi) juga pada tingkat pemda 
(entitas pelaporan), seperti yang tertuang pada 
Perda Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan 
dan Tugas Pokok Dinas Daerah. Bidang 
Pelaporan dalam dinas ini berperan penting 
untuk pelaksanaan akuntansi Pemerintah Kota 
Yogyakarta. 

Komponen laporan keuangan Pemerintah 
Kota Yogyakarta, sampai tahun 2011, masih 
disusun berdasarkan basis kas menuju akrual, 
laporan keuangan yang disajikan juga masih 
terdiri dari empat komponen yakni: (1) 
Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) 
Laporan Arus Kas; dan (4) Catatan atas Laporan 
Keuangan. Laporan keuangan Pemerintah Kota 
Yogyakarta merupakan hasil konsolidasi dari 
laporan keuangan 39 SKPD.
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Laporan keuangan pemda yang 
dikonsolidasikan tersebut menjadi dasar 
BPK-RI dalam melakukan pemeriksaan 
dan pemberian opini. Opini yang diperoleh 
Pemerintah Kota Yogyakarta adalah opini wajar 
dengan pengecualian (2006-2008) dan wajar 
tanpa pengecualian (2009-2011). 

Walaupun memperoleh opini wajar tanpa 
pengecualian, belum tentu dalam pengelolaan 
keuangan dari pemerintah tersebut tidak ada 
permasalahan, karena unsur kriteria/standar 
pemeriksaan laporan keuangan yang digunakan 
BPK-RI antara lain seperti tingkat materialitas, 
kejelasan pengungkapan, ketaatan pada per-
undang-udangan yang berlaku dan tingkat 
kehandalan sistem pengendalian internal pe-
merintah tersebut.

III.1.2 Akuntabilitas dan Transparansi   
 Laporan Keuangan Pemerintah   
 Daerah

III.1.2.1  Kebijakan Akuntansi Berbasis 
Akrual dan Akuntabilitas  
Keuangan 

Penerapan standar akuntansi pemerintahan 
merupakan salah satu keinginan pemerin-
tah dalam memenuhi akuntabilitas pen-
gelolaan keuangan. Melalui akuntabilitas 
pengelolaan keuangan dihasilkan informa-
si yang lebih komprehensif (lengkap) bagi 
seluruh pengguna (stakeholder) (Steward 
(1984) dalam Harun (2008: 61). 

 Keberadaan standar akuntansi pemer-
intahan menjaga konsistensi dari setiap pos 
pelaporan keuangan yang disajikan serta 
menyediakan petunjuk yang jelas dan rinci 
mengenai bagaimana perlakuan atau pen-
yajian dari setiap unsur laporan keuangan, 
walaupun dalam era otonomi daerah ini, 
sering juga terjadi implikasi negatif pada 
proses kerja antara DPRD dengan Pemda. 

 Oleh sebab itu, peran masyarakat 
diperlukan dalam terlaksananya akuntabil-
itas publik, dengan membiasakan diri pada 
laporan keuangan pemda, sebab akuntabili-

tas tersebut adalah hak masyarakat sehingga 
harus dituntut masyarakat itu sendiri bukan 
hanya menunggu (Kumorotomo, 2006).

 Dari hasil penelitian menunjukkan 
bahwa mayoritas responden setuju (16,96% 
sangat setuju dan 67,56% setuju) bahwa 
akun tabilitas laporan keuangan pemerintah 
daerah akan meningkat dalam menerapkan 
standar akuntansi pemerintahan berbasis 
akrual disebabkan laporan keuangan yang 
disajikan relatif lebih lengkap, jujur dan ob-
jektif, akan meningkatkan keamanan aset 
daerah, penyampaian kepada dewan de ngan 
tepat waktu, laporan keuangan mudah dipa-
hami, serta bersifat terbuka dengan mudah 
mengaksesnya. 

 Penerapan akuntansi pemerintahan 
berbasis akrual juga dapat menilai kiner-
ja keuangan pemda sesuai dengan prinsip 
ekonomis, efisien dan efektif, adanya re-
sponsibilitas terhadap keluhan masyarakat 
atau dewan, dan laporan keuangan yang 
disajikan merupakan hasil audit oleh Ins-
pektorat maupun BPK, sehingga menjadi 
lebih dapat dipercaya. 

 Namun demikian, mayoritas respon-
den tidak setuju bahwa basis kas menuju 
akrual belum menunjukkan pencapaian 
hasil program/kegiatan secara efektif yakni 
sebesar 79,17% karena mayoritas respon-
den menganggap basis kas menuju akrual 
tersebut sebenarnya sudah cukup akuntabel 
dalam menunjukkan efektivitas program/
kegiatan pemerintah dalam melayani mas-
yarakat (83,33% setuju). 

 Akuntabilitas dari pelaporan keuangan 
Pemerintah Kota Yogyakarta juga dipertah-
ankan dengan adanya rekonsiliasi (check and 
balance) setiap bulannya antara SKPD dan 
SKPKD, kegiatan ini selain untuk saling 
koreksi juga agar terjadi transfer knowledge 
sehingga kegiatan pendampingan untuk 
pengelola keuangan di setiap entitas akun-
tansi dapat dilakukan.
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III.1.2.2 Kebijakan Akuntansi Berbasis 
Akrual dan Transparansi  
Keuangan

Asas transparansi adalah asas yang mem-
buka diri terhadap hak masyarakat untuk 
memperoleh informasi yang benar, jujur 
dan tidak diskriminatif tentang penye-
lenggaraan negara/daerah dengan tetap 
memperhatikan kerahasiaan negara. Sehu-
bungan dengan penelitian yang dilakukan, 
bahwa akses penulis atas laporan keuangan 
Pemerintah Kota Yogyakarta tidak mengala-
mi kesulitan, karena laporan keuangan yang 
diinginkan dapat diperoleh secara langsung 
pada DPDPK Kota Yogyakarta, dan ring-
kasan laporan keuangan yang telah diaudit 
BPK-RI dapat diakses dengan mudah oleh 
pengguna melalui website resmi Pemerintah 
Kota Yogyakarta yakni www.jogyakota.go.id. 

 Dalam mendukung terlaksananya tata 
pemerintahan yang baik melalui pengelo-
laan keuangan daerah yang akuntabel dan 
transparan, diperlukan komitmen atau 
dukungan yang kuat dari kepala daerah, hal 
ini diwujudkan dengan adanya ketentuan 
Walikota Yogyakarta, antara lain dinyatakan 
bahwa untuk memenuhi asas transparansi 
dan prinsip akuntabilitas anggaran, pengi-
sian rincian perhitungan anggaran tidak 
diperkenankan mencantumkan satuan yang 
tidak terukur, misalnya: paket atau lum-
sump. 

 Rencana penarikan dana belanja 
langsung setiap triwulan, disesuaikan den-
gan rencana kebutuhan pelaksanaan ke-
giatan, tidak dibenarkan hanya membagi 
empat jumlah yang direncanakan dalam 
satu tahun anggaran.

 Dari hasil jawaban responden, menun-
jukkan bahwa mayoritas responden setuju 
(25,46% sangat setuju dan 67,13% setuju) 
dengan transparansi laporan keuangan pe-
merintah daerah yang meliputi aksesibilitas 
masyarakat umum atas laporan keuangan 
pemda yang telah diaudit, efektivitas media 
publikasi pemda, laporan keuangan yang 

disajikan secara wajar, objektif, dan mudah 
dipahami oleh masyarakat (stakeholder). Se-
cara spesifik, bahwa mayoritas responden 
setuju (12,50% sangat setuju dan 83,33% 
setuju) dengan penerapan akuntansi berba-
sis akrual akan lebih menunjukkan trans-
paransi pengelolaan keuangan daerah.

III.1.2.3 Kebijakan Akuntansi Berbasis 
Akrual dalam Meningkatkan 
Efektivitas dan Efisiensi Penge-
lolaan Keuangan Daerah

Penerapan basis akrual dalam pengelolaan 
dan pelaporan akuntansi keuangan daer-
ah dapat meminimalkan kebocoran yang 
mungkin terjadi dalam penggunaaan dana. 
Dana yang digunakan sesuai dengan tujuan 
anggaran dan standar biaya atau kewajaran 
harga yang berlaku, tetapi tetap masih ada 
ancaman penggunaan dana yang tidak efek-
tif dan efisien tersebut. 

 Faktor sikap dan perilaku dari pimpinan 
sampai pelaksana (staf ) menjadi hal yang 
terpenting dalam melaksanakan suatu 
sistem atau kebijakan yang berlaku. Untuk 
itu maka diperlukan peningkatan kapasitas 
dan kapabilitas seluruh komponen pemer-
intah dengan didukung komitmen yang 
kuat dari pimpinan, agar tujuan diterapkan-
nya akuntansi akrual tersebut dapat terca-
pai dengan baik dan semua informasi yang 
disajikan dapat dipertanggungjawabkan 
dengan adanya bukti yang wajar dan sah. 

 Selanjutnya untuk menilai efektivitas 
dan efisiensi sumber daya yang digunakan 
pemerintah daerah dapat dilakukan den-
gan menganalisis laporan keuangan yang 
disajikan. Analisis keuangan daerah yang 
tepat akan melahirkan kebijakan yang efek-
tif dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Sebagai contoh, analisis belanja untuk me-
nentukan arah kebijakan ekonomi makro 
dengan memberikan dorongan perkemba-
ngan ekonomi di suatu daerah yang belanja 
pemerintahnya memberikan efek multi plier 
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yang lebih besar bagi peningkatan kese-
jahteraan rakyat. Melalui pelaporan keuan-
gan pemda, para pemakai dapat melakukan 
analisis terhadap pemda yang bersangkutan, 
berikut informasi yang sering dibutuhkan 
atas pelaporan tersebut yakni: (1) penge-
lolaan pendapatan dan belanja daerah; (2) 
pembiayaan daerah; dan (3) pengelolaan 
aset daerah.

a.  Pengelolaan Pendapatan    
 dan Belanja Daerah   

Era otonomi daerah berimplikasi pada 
dituntutnya daerah untuk mandiri den-
gan mengoptimalkan seluruh potensi 
pendapatan yang dimiliki. Pengelolaan 
pendapatan dan belanja daerah dapat di-
peroleh dari laporan realisasi anggaran dan 
laporan arus kas, tetapi bila sesuai dengan 
PP Nomor 71 Tahun 2010 berbasis akrual 
secara komprehensif diperoleh pada Lapo-
ran Operasional. 

 Berdasarkan data perkembangan PAD 
dari tahun 2006 sampai 2011, datanya 
diolah dari LRA yang disusun berdasar-
kan basis kas menuju akrual, terlihat ada 
peningkatan PAD secara perlahan dan re-
alisasinya tiap tahun juga melampaui ren-
cana anggaran yang ada. Tetapi dari kom-
posisi pendapatan daerah tersebut, dana 
perimbangan merupakan komposisi yang 
dominan dibandingkan dengan kelompok 
sumber pendapatan yang lain ketika lebih 
dari 52% pembiayaan atas operasional 
pemerintah berasal dari dana perimban-
gan pada tahun 2011, walaupun realisa-
si penerimaan PAD setiap tahun selalu 
melebihi anggaran dan terus meningkat.  

 Tetapi bila dianalisa lebih lanjut terh-
adap realisasi PAD tersebut, karena basis 
yang digunakan adalah basis kas, infor-
masi yang disajikan dalam LRA tentang 
PAD tidak dapat diketahui bahwa realisasi 
PAD tersebut merupakan realisasi tahun 
berjalan atau sudah termasuk penerimaan 
dari tunggakan (piutang daerah). 

 Oleh sebab itu, untuk mengetahuinya 
haruslah disajikan dalam CALK atau meli-
hat catatan buku tunggakan PAD, walau-
pun dalam LRA dalam akun penerimaan 
pembiayaan ada informasi penerimaan 
piutang daerah. Tetapi apabila Pemkot Yo-
gyakarta telah menerapkan SAP berbasis 
akrual, maka cukup hanya membanding-
kan PAD pada LRA dengan yang ada pada 
Laporan Operasional. 

 Pentingnya mengetahui akan pene-
rimaan PAD yang benar-benar merupa-
kan penerimaan periode berjalan ini juga 
untuk mengetahui kinerja dari petugas 
yang berhubungan dengan PAD, serta 
menghindari kecurangan petugas dalam-
memanfaatkan piutang daerah tersebut 
untuk kepentingan pribadi.

 Kemampuan  Keuangan Daerah (KKD) 
pembiayaan pembangunan dapat dilihat 
dari rasio PAD terhadap realisasi belan-
ja. Peningkatan yang cukup berarti pada 
tahun 2011 ini sesuai dengan berlakun-
ya UU Nomor 28/2009 yang menambah 
unsur PAD bagi pemda yakni beralihnya 
pengelolaan penerimaan PBB dan BPHTB 
ke pemda. 

 Sebaliknya dengan peralihan tersebut, 
terjadi penurunan proporsi pembiayaan 
pembangunan daerah di Kota Yogyakar-
ta berasal dari dana perimbangan pada 
persentasi 54.37%. Pengelolaan PBB dan 
BPHTB menuntut peningkatan profe-
sionalisme aparatur pemda dalam penge-
lolaan keuangan.

 Dengan mengetahui kondisi KKD 
tersebut dapat diambil suatu kebijakan 
dalam pengelolaan pendapatan ataupun 
belanja daerah. Pengelolaan pendapatan 
tersebut dapat dilakukan dengan berfokus 
pada upaya peningkatan dalam menggali 
sumber-sumber pendapatan daerah den-
gan menjaga kesinambungan pelayanan 
publik dan upaya peningkatan kesejahter-
aan masyarakat. 
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 Oleh karena itu seyogyanyalah 
pendapatan daerah yang dianggarkan mer-
upakan perkiraan yang terukur secara ra-
sional bukan sekadar ikhtisar angka-angka 
semata.

 Kebijakan peningkatan PAD dapat 
dilakukan dengan adanya kegiatan opti-
malisasi PAD, misalnya, meningkatkan 
manajemen tata kelola pemungutan dan 
penerimaan pendapatan daerah sesuai 
dengan mekanisme dan standar baku atau-
pun memberi pelayanan yang berkualitas 
bagi subjek pajak daerah dan memper-
mudah sistem pembayaran, optimalisasi 
hasil usaha BUMD, membangun iklim 
investasi yang kondusif misalnya mem-
berikan keringanan dan penyederhanaan 
prosedur perizinan serta pengoptimalan 
pemanfaatan aset daerah dengan terus 
memperbaiki administrasi aset dan fungsi 
dari setiap aset untuk memperkecil ruang 
bagi pihak yang suka melakukan rent seek-
ing dan free raider dalam hal adanya aset 
daerah.

 Sama seperti pengelolaan pendapatan, 
belanja daerah juga perlu dikelola den-
gan baik, dengan memperhatikan prin-
sip-prinsip ekonomis, efektif dan efisien 
serta prinsip transparansi dan akuntabili-
tas. Pengelolaan belanja dapat mendukung 
tercapainya visi dan misi kepala daerah, 
antara lain dengan memenuhi konsep 
value for money (ekonomis, efisiensi dan 
efektivitas). Dana yang tersedia harus 
dimanfaatkan dengan sebaik mungkin 
untuk meningkatkan pelayanan dan kese-
jahteraan masyarakat. 

 Belanja harus diarahkan untuk men-
dukung kebijakan yang telah ditetapkan 
dengan memperhatikan perbandingan 
antara masukan dan keluaran (efisiensi). 
Keluaran dari belanja seharusnya dapat 
dinikmati hasilnya oleh masyarakat (efek-
tivitas). 

 Selanjutnya alokasi anggaran perlu 
dilaksanakan secara terbuka berdasarkan 
skala prioritas dan kebutuhan, sehing-
ga pengelolaan belanja harus diadmin-
istrasikan dan dipertanggungjawabkan 
se suai dengan perundang-undangan ber-
laku. Dengan menerapkan basis akrual 
akan mencerminkan belanja daerah yang 
sebenarnya, sehingga dari informasi be-
lanja akrual dapat diketahui efisiensi dan 
efektivitas suatu kegiatan ataupun pro-
gram pemerintah.

b. Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Sesuai dengan komposisi anggaran daerah 
yang terdiri dari pendapatan, belanja dan 
pembiayaan, ketiga komponen tersebut 
harus dikelola dengan baik oleh pemda. 
Setelah pengelolaan pendapatan dan be-
lanja di atas, berikut tentang pengelolaan 
pembiayaan, sesuai dengan Undang-Un-
dang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan Undang-Undang 
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimban-
gan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dengan Daerah serta PP Nomor 23 Tahun 
2003 tentang pengendalian jumlah kumu-
latif defisit APBN/D serta Jumlah Pinja-
man Pemerintah Pusat dan Daerah, maka 
jumlah defisit anggaran yang diperkenan-
kan tidak boleh melebihi 3% dari PDRB 
tahun bersangkutan. 

 Pinjaman daerah sebagai salah satu 
sumber pembiayaan dilakukan untuk me-
menuhi belanja yang prioritas tetapi sering-
kali tidak terealisasi karena defisit angga-
ran tersebut dapat ditutupi dengan SiLPA. 
Kota Yogyakarta dapat menutupi defisit 
anggaran dengan menggunakan SiLPA 
tahun anggaran yang lalu, dan meningkat-
nya SiLPA menjadi Rp. 106.627,58 juta 
pada tahun 2011 disebabkan adanya tam-
bahan SiLPA tahun 2011 (surplus). 
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 Peningkatan dari SiLPA ini akan men-
jadi permasalahan tersendiri, karena harus 
dianalisis bahwa terjadinya SiLPA dise-
babkan oleh efisiensi belanja dan realisasi 
penerimaan (PAD) yang tinggi atau karena 
tidak efektifnya belanja karena adanya ke-
giatan yang tidak dilaksanakan pemerin-
tah. 

 Kaitannya dengan penerapan basis 
akrual juga nantinya, bahwa dengan ada-
nya informasi laporan pembiayaan mis-
alnya adanya kebijakan pinjaman pemda 
untuk membiayai pembangunan, dapat 
diketahui oleh stakeholder dari adanya 
laporan utang (pinjaman) pemda dalam 
neraca baik yang jangka panjang maupun 
dalam jangka pendek, adanya utang yang 
dibayar beserta bunganya dalam LRA dan 
Laporan Operasional, serta informasi ten-
tang kreditur, alasan melakukan pinjaman, 
daftar scheduling, dan informasi yang ber-
hubungan dengan akun utang tersebut 
pada CaLK. Dengan adanya daftar sched-
uling tersebut akan mempermudah pen-
gakuan beban pokok dan bunga pinjaman 
setiap periode anggaran selama masa pin-
jaman.

Diagram 1 Perkembangan Aset, Kewajiban dan Ekuitas Pemkot Yogyakarta 
Tahun 2006 - 2010 (dalam Rp. Milyar)

Sumber: diolah dari Neraca (audited) Pemkot Yogyakarta TA. 2006-2010

c. Pengelolaan Aset Daerah 

Adanya laporan aset daerah dalam neraca 
menunjukkan akan keberlangsungan dari 
pemerintahan daerah (going concern), kare-
na aset menunjukkan nilai kekayaan daer-
ah baik yang diperoleh dari usaha sendiri 
maupun dari pihak luar. Sebelum adanya 
standar akuntansi pemerintahan, laporan 
aset yang informatif seperti yang ada pada 
neraca, tidak dapat diperoleh, sehingga 
karena kurang dikelola dengan baik ban-
yak kasus perpindahan kepemilikan aset 
negara/daerah kepada pihak lain terutama 
kelompok aset tetap.

 Aset Kota Yogyakarta berdasarkan Ner-
aca Pemkot Yogyakarta TA. 2006-2010 
terus meningkat kecuali tahun 2010 ada 
sedikit penurunan yang disebabkan adanya 
appraisal terhadap nilai bangunan gedung 
(aset tetap) dan penurunan SiLPA yang 
memengaruhi jumlah kas dan setara kas 
(aset lancar), sedangkan kewajiban pemda 
terus menurun menunjukkan bahwa aset 
mampu dibiayai dengan ekuitas sendiri. 
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 Dengan adanya informasi aset dalam 
neraca, maka menjadi bukti kepemilikan 
atas aset pemerintah menjadi jelas menge-
nai rencana pengadaan aset menjadi lebih 
tertib. Dengan adanya laporan neraca 
yang berbasis akrual sehingga pencatatan 
seluruh aset pemda dapat dilakukan dan 
dari neraca dapat diperoleh informasi posi-
si keuangan pemda yang dapat digunakan 
sebagai informasi awal dalam penyusunan 
anggaran tahun berikutnya. Pengelolaan 
aset ini diperlukan karena aset pemerintah 
cenderung terus meningkat, seperti yang 
terlihat pada diagram di bawah tentang 
perkembangan aset Pemerintah Kota Yog-
yakarta.

 Dari gambar di samping, dapat dili-
hat bahwa  bahwa aset Kota Yogyakarta 
terus meningkat kecuali pada tahun 2010 
ada sedikit penurunan karena adanya ap-
praisal terhadap nilai bangunan gedung 
(aset tetap) dan penurunan SiLPA yang 
memengaruhi jumlah kas dan setara kas 
(aset lancar), sedangkan kewajiban pemda 
terus menurun menunjukkan bahwa aset 
mampu dibiayai dengan ekuitas sendiri. 

 Informasi keuangan di neraca, mem-
buktikan kepemilikan atas aset pemer-
intah menjadi jelas, rencana pengadaan 
aset menjadi lebih tertib, gambaran pem-
biayaan dengan utang dapat lebih diren-
canakan pada masa yang akan datang dan 
dapat dinilai berapa persen anggaran pe-
merintah didistribusikan untuk memba-
ngun fasilitas umum dalam anggaran dan 
realisasi belanja modalnya.

III.2 Faktor Penghambat Penerapan Standar 
Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual 

Dengan terbitnya PP Nomor 71 Tahun 2010 
yang mengatur penggunaan basis akrual 
dalam pencatatan dan pelaporan keuangan 
pemerintah sehingga semua entitas pemerintah 
wajib melaksanakannya ketika tahun 2015 
harus sudah dilakukan secara penuh. PP Nomor 

71 Tahun 2010 ini menambah kewajiban 
pemerintah untuk menyajikan laporan sebanyak 
7 (tujuh) laporan yakni; laporan realisasi 
anggaran, neraca, laporan perubahan saldo 
anggaran lebih, laporan perubahan ekuitas, 
laporan arus kas, laporan operasional dan 
catatan atas laporan keuangan. Berikut alasan 
masih sulitnya penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintahan Berbasis Akrual di Pemerintah 
Kota Yogyakarta.

III.2.1 Faktor Internal

Ada beberapa faktor internal yang menghambat 
penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual di Pemerintah Kota Yogyakarta.

a.    Dukungan Pimpinan (Komitmen  
Pimpinan)

Peran pimpinan daerah (dalam hal ini 
Walikota) dalam mendorong terlaksananya 
penerapan standar akuntansi ini menjadi 
faktor utama, karena dengan wewenang 
yang dimiliki dapat membawa para birokrat 
kemana dibawa pertanggungjawaban 
keuangan daerah tersebut ingin diarahkan. 

 Hal ini sesuai dengan hasil wawancara 
(Kabid Akuntansi, 27 Juli 2012) yang 
menyatakan bahwa keinginan untuk 
menciptakan laporan keuangan yang 
berkualitas sesuai dengan adanya tuntutan 
akuntabilitas dan transparansi keuangan 
pemerintah dalam hal good governance, 
maka hal yang utama diperlukan untuk 
mencapainya adalah adanya komitmen 
pimpinan daerah, Walikota Yogyakarta, 
dalam membangun sistem dan kebijakan 
dibidang pengelolaan keuangan daerah 
secara umum dan kebijakan akuntansi 
secara khusus. 

 Karena sebagai penanggung jawab 
pe ngelolaan keuangan dan laporan 
keuangan pemda yang disajikan maka 
secara nyatanya bahwa baik buruknya dari 
pengelolaan keuangan daerah tersebut 
tergantung dari komitmen kepala daerah 
yang bersangkutan. 
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 Dengan adanya komitmen dari 
pemimpin daerah tersebut, maka faktor 
penghambat lain dapat segera diatasi 
melalui kebijakan-kebijakannya.

b. Sumber Daya Manusia Masih Terbatas

Kompetensi SDM meliputi pengetahuan 
akuntansi dan pengalaman personel 
dalam menangani urusan-urusan yang 
menyangkut akuntansi keuangan 
pemerintahan daerah sangat diperlukan 
tetapi masih terbatas baik jumlah maupun 
kualitasnya. 

 Sesuai dengan hasil wawancara dengan 
Kabid Akuntansi tanggal 27 Juli 2012, 
menyatakan bahwa kurangnya sumber 
daya manusia yang berlatar belakang 
atau yang memiliki pengetahuan tentang 
akuntansi diatasi dengan cara bekerja 
sama dengan instansi lain yakni BPKP 
dari tahun 2003, yakni BPKP melakukan 
pendampingan secara langsung dengan 
pihak pengelola keuangan setiap SKPD. 
Tetapi sekarang ini, pendampingan BPKP 
terhadap pengelolaan keuangan daerah 
dilakukan dengan mengundang BPKP 
dalam bentuk sosialisasi atau pelatihan 
maupun personel pemda yang melakukan 
konsultasi secara langsung dengan BPKP 
atas permasalahan yang terjadi. 

 Kesulitan akan sumber daya manusia 
juga sering terjadi di SKPD dikarenakan 
bahwa sekarang ini sulit sekali seorang 
pegawai mau untuk diangkat menjadi 
bendahara sekalipun pegawai tersebut 
berlatar belakang akuntansi atau ketika 
seseorang pegawai tersebut sudah mulai 
paham terhadap pengelolaan keuangan 
dan akuntansi, pegawai tersebut dimutasi 
ke bagian lain, sehingga pendampingan 
masih terus saja dilakukan karena pengelola 
keuangan di SKPD bersangkutan adalah 
pegawai baru atau yang belum pernah 
bekerja sebagai pengelola keuangan 
terutama sebagai bendahara.

 Kondisi pemahaman dari Pegawai 
DPDPK Kota Yogyakarta yang menjadi 
responden terhadap pemahaman atas 
basis akuntansi yang diterapkan dapat 
dilihat dari hasil kuisioner yang dibagikan, 
berdasarkan hasil rekap tersebut 45,83% 
responden masih belum memahami akan 
basis akuntansi akrual. Ini dikarenakan 
untuk menerapkan basis kas menuju 
akrual yang digunakan sekarang ini saja 
masih ada 41,67% dari responden yang 
belum mampu menerapkannya. 

 Akibatnya, basis akrual justru dianggap 
akan mempersulit pihak pemda dalam 
penerapannya (58,33% tidak setuju),. 
Meskipun, secara sadar bahwa informasi 
yang diberikan melalui laporan keuangan 
berbasis akrual akan lebih baik karena lebih 
informatif (komprehensif ) dibandingkan 
dengan basis lain (sangat setuju 8,33% 
dan 79,17% setuju), sehingga informasi 
tersebut akan lebih berguna bagi 
pemakainya (sangat setuju 8,33% dan 
setuju 83,34%). Untuk mengatasinya 
diperlukan pendampingan dari dari 
instansi yang dianggap lebih memahami 
seperti BPKP, Perguruan Tinggi maupun 
BPK.

c. DukunganTeknologi Informasi 
(Aplikasi) Belum Memadai

Teknologi informasi berperan dalam 
mempermudah pelaksanaan proses 
akuntansi pemerintahan (baik hardware 
maupun software). Adanya suatu 
aplikasi/sistem yang terintegrasi akan 
mempermudah para personel untuk 
mencatat transaksi dan menyusun laporan 
keuangan pemerintah daerah, baik di 
tingkat SKPD maupun SKPKD (tingkat 
konsolidasi). 

 Dukungan teknologi informasi juga 
membuat faktor kurangnya pengetahuan 
dan pengalaman personel dalam hal 
akuntansi menjadi tidak terlalu signifikan 
karena proses penyusunan laporan 
keuangan dapat dilakukan oleh suatu 
aplikasi/sistem.
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 Pemerintah Kota Yogyakarta belum 
menggunakan suatu aplikasi/sistem yang 
terintegrasi ke seluruh unit kerja, di SKPD 
(entitas akuntansi) masih melakukan 
manual. Kelebihan manual ini adalah 
meningkatkan rasa tanggung jawab setiap 
pegawai pengelola keuangan tersebut untuk 
bekerja setiap adanya transaksi ekonomi 
dan tetap dilakukannya rekonsiliasi antara 
SKPD dan SKPKD, sehingga pemantauan 
dalam tiap bulan melalui proses check 
and balance dan pelaporan keuangan 
dilakukan setiap bulannya, pegawai yang 
bekerja relatif lebih dapat memahami alur 
pikir/siklus bagan alir dari awal pencatatan 
setiap transaksi sampai menjadi laporan 
keuangan daripada yang menggunakan 
aplikasi.

 Akan tetapi dalam penerapan akuntansi 
akrual, sangat diperlukan suatu aplikasi 
yang terintegrasi dikarenakan laporan 
keuangan yang akan disajikan lebih 
komprehensif dan lebih banyak. Oleh 
karenanya, sesuai hasil wawancara dengan 
Kasi akuntansi DPDPK Kota Yogyakarta 
bahwa sedang direncanakan pembangunan 
sistem aplikasi dalam mewujudkan 
penerapan akuntansi berbasis akrual. Dari 
hasil kuesioner, diperoleh hasil bahwa 
responden memilih faktor penyediaan 
sarana dan prasarana yang mendukung 
penerapan basis akrual menjadi hal penting 
(16.67% sangat setuju dan 45.83% setuju), 
62,50% setuju bahwa faktor kualitas SDM 
yang masih belum memadai. 

d. Permasalahan Aset Tetap (Penerapan 
PSAP No. 07)

Informasi aset tetap dalam laporan 
keuangan yang berdasarkan jumlah 
pengeluaran belanja modal, padahal tidak 
semua belanja modal tersebut dapat diakui 
sebagai aset tetap sesuai yang diatur dalam 
SAP, sehingga penyajian akan aset tetap 
tersebut dapat menjadi overstated. 

 Penyajian aset tetap yang overstated, 
akan memengaruhi perencanaan belanja 
modal tahun berikutnya, dan sebaliknya 
apabila aset tetap disajikan understated 
dapat menyebabkan hilangnya aset 
ataupun pemborosan karena adanya 
pengadaan aset tetap tersebut.

 Berdasarkan hasil wawancara, bahwa 
untuk memenuhi kewajaran penyajian aset 
tetap di Pemkot Yogyakarta, sejak dituntut 
untuk menyajikan neraca, maka Pemkot 
Yogyakarta melalui Dinas Bangunan, 
Gedung dan Aset Daerah melakukan 
inventarisasi dan penilaian terhadap aset 
tetap daerah. Kegiatan ini dilakukan karena 
sebelumnya pemda hanya menyajikan 
LRA dengan sistem pencatatan single entry, 
sehingga pencatatan dan penyajian atas 
aset tetap daerah sulit dilakukan, sehingga 
perlu dilakukan inventarisasi aset.

 Belum diyakininya nilai aset tetap 
dalam neraca pemda serta belum adanya 
pedoman teknis yang dapat digunakan 
sebagai pedoman melakukan kategorisasi 
umur masing-masing kelompok aset 
tetap yang dimiliki Pemkot Yogyakarta, 
sehingga penyusutan yang diharuskan 
oleh SAP, tidak dapat juga dilaksanakan 
dan disajikan dalam laporan keuangan, 
sehingga hal ini yang menjadi catatan 
BPK-RI bagi laporan keuangan pemda. 

 Kegunaan disajikannya informasi 
tentang beban penyusutan akan 
menggambarkan bahwa, pemerintah telah 
mengalokasikan belanja atas aktiva tetap 
tersebut sesuai umur ekonomis aktiva 
tetap bukan dibebankan secara sekaligus, 
dan dengan adanya akumulasi penyusutan 
dapat dianalisa kelayakan operasional dari 
aset tetap yang dimiliki untuk mendukung 
pekerjaan pemda atau pemda lebih banyak 
menanggung beban pemeliharaannya.

 Dari hasil kuisioner yang ada, bahwa 
informasi laporan keuangan berbasis 
akrual diyakini bahwa aset yang dimiliki 
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Pemkot Yogyakarta akan lebih aman 
(responden 100% atau seluruhnya setuju), 
dalam artian bahwa semua aset yang 
dimiliki telah dilaporkan dengan wajar 
dan memadai, hal ini berarti catatan akan 
bukti kepemilikan aset tersebut lebih 
dapat dipertanggungjawabkan dan lebih 
transparan.

III.2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal yang juga menyebabkan dan 
memengaruhi penerapan SAP berbasis akrual 
pada pemerintahan daerah adalah:

a. Belum Ada Petunjuk Teknis bagi Pemda 
dan Peraturan Belum Sinkron

 Penerapan SAP berbasis akrual sesuai PP 
Nomor 71 Tahun 2010 memang dapat 
dilaksanakan secara bertahap dan paling 
lambat pada tahun 2015 harus sudah 
diterapkan. Selain masih diperbolehkannya 
penerapan basis kas menuju akrual 
tersebut, sampai pada saat laporan ini 
ditulis, aturan pelaksana teknis melalui 
Permendagri ataupun buletin teknis untuk 
akuntansi berbasis akrual ini belum ada. 

  Keadaan lain berhubungan dengan 
kondisi peraturan yang mengatur 
keuangan, bahwa belum sinkronnya 
PP Nomor 71 Tahun 2010 ini dengan 
Undang-Undang yang lebih tinggi, yaitu 
undang-undang tentang keuangan negara, 
undang-undang ini masih mengatur 
bahwa jenis laporan keuangan masih 4 
(empat) jenis bukan 7 (tujuh) seperti yang 
diwajibkan PP Nomor 71 Tahun 2010. 

  Tidak sinkronnya antar peraturan 
tersebut menambah kebingungan pemda 
dalam melaksanakannya, sehingga 
perlulah pemerintah melakukan revisi 
peraturan yang lebih tinggi terlebih dahulu 
baru selanjutnya peraturan yang ada di 
bawahnya. 

  Hal ini juga terkait dengan pernyataan 
yang ada pada SAP tersebut bahwa apabila 
terdapat pertentangan antara standar 
akuntansi pemerintahan dengan peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi, 
maka yang berlaku adalah peraturan 
perundang-undangan yang lebih tinggi.

b. Audit BPK-RI

 Audit BPK-RI menjadi perhatian 
khusus bagi setiap pemda, dan menjadi 
faktor eksternal yang memengaruhi 
penerapan SAP, karena hasil audit yang 
direpresentasikan melalui pemberian opini 
atas laporan keuangan, akan memengaruhi 
reputasi pemerintah yang bersangkutan. 

  Setiap unsur pemerintahan pastinya 
ingin memperoleh reputasi yang baik, 
salah satunya melalui opini audit yang 
baik juga. Hal ini menjadi motivasi setiap 
daerah dalam menerapkan SAP secara 
benar dan menindaklanjuti rekomendasi-
rekomendasi pemeriksaan dari BPK-RI. 
Melalui temuan dan rekomendasi BPK-
RI diharapkan, pemda akan melakukan 
perbaikan untuk mewujudkan pengelolaan 
keuangan negara yang semakin berkualitas.

c. Pengetahuan DPRD sebagai wakil 
rakyat

 Pengetahuan dewan tentang pengelolaan 
keuangan secara umum, dan tentang 
akuntansi secara khusus sangat diperlukan 
dalam menganalisa seluruh laporan 
keuangan yang disajikan oleh eksekutif. 
Pengetahuan tersebut dapat menjadi 
analisis kritis terhadap laporan keuangan, 
untuk menilai efektivitas dan efisiensi 
kegiatan pelayanan yang pemda berikan 
ke masyarakat. 

  Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi 
tentang pentingnya pencatatan dan 
pelaporan yang handal dalam mencapai 
tata pemerintahan yang baik, hal ini sama 
seperti pentingnya pengetahuan komisaris 
(pemilik perusahaan) atas laporan 
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keuangan yang disampaikan manajemen 
perusahaan. Sebagai wakil rakyat yang 
menjadi pemilik dana yang dikelola 
pemerintah dalam menyediakan pelayanan 
publik, sama seperti komisaris tersebut, 
maka hal ini menjadi sangat penting agar 
tercapainya pemerintahan yang efisien dan 
efektif.

 Kerja sama DPRD dengan BPK-RI sebagai 
auditor eksternal (layaknya pemikiran 
komisaris perusahaan yang menggunakan 
profesionalisme kantor akuntan publik 
dalam melakukan penilaian kinerja 
manajemen perusahaan), dapat diterapkan 
juga dalam pemerintahan. 

  Kondisi sekarang ini, bahwa perhatian 
anggota dewan hanya pada laporan 
perbandingan antara anggaran dan 
realisasinya, belum pada komponen 
laporan keuangan yang lain, karena pola 
pikir dari dewan tersebut masih pada 
pendapatan dan pengeluaran semata, 
belum kepada kondisi keuangan secara 
umum. 

  Kurangnya pemahaman anggota dewan 
tentang akuntansi ini dapat menjadi 
faktor terlambatnya penerapan akuntansi 
berbasis akrual tersebut, seperti terlihat 
jumlah jawaban yang diberikan responden 
yakni: 37,50% sangat setuju, 37,50% 
setuju sedangkan 25% memilih untuk 
netral.

IV. PENUTUP 

IV. 1 Kesimpulan

Penerapan standar akuntansi pemerintah 
berbasis akrual, dapat mewujudkan 
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 
keuangan terutama dalam hal informasi aset 
pemerintah, hal ini didukung responden. 
Mereka seluruhnya yakin akan akuntabilitas 
aset melalui basis akrual, tetapi dengan kondisi 
permasalahan yang ada di Kota Yogyakarta, 
penerapan ini dapat mempersulit pegawai 
sehingga tujuan akuntabilitas dan transparansi 
tersebut dapat menjadi tidak tercapai. 

Permasalahan yang dihadapi oleh 
Pemerintah Kota Yogyakarta berikut, 
menjadi suatu hal yang harus dibenahi 
dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual 
yaitu, Pertama, Penerapan basis akrual 
terus membutuhkan dukungan pimpinan 
daerah (walikota), karena laporan keuangan 
merupakan laporan pertanggungjawaban 
walikota sebagai penanggungjawab pengelolaan 
keuangan daerah. Dukungan dan komitmen 
dari walikota tersebut menjadi faktor utama 
untuk penyelesaian permasalahan internal 
lainnya melalui program kebijakannya. 

Kedua, sumber daya manusia yang 
menjalankan akuntansi di pemerintahan 
sangat kurang, baik secara kualitas maupun 
kuantitas. Ketiga, teknologi informasi (aplikasi) 
yang terintegrasi dalam pengelolaan keuangan 
belum memadai, tetapi walaupun masih 
belum menggunakan aplikasi yang terintegrasi, 
laporan keuangan yang disusun dapat 
dipertanggunjawabkan dengan melakukan 
kegiatan check and balance setiap bulannya 
antara SKPD dengan SKPKD, selain untuk 
mengantisipasi adanya kesalahan, kegiatan 
check and balance ini juga untuk melakukan 
transfer knowledge antara pengelola keuangan 
SKPD dengan SKPKD. 

Keempat, masih banyaknya permasalahan 
aset tetap, sehingga masih dilaksanakannya 
inventarisasi dan appraisal aset tetap 
Pemerintah Kota Yogyakarta. Kelima, belum 
konsistennya peraturan perundang-undangan 
yang ada tentang pengelolaan keuangan serta 
belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan 
standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan 
PP Nomor 71 Tahun 2010 untuk pemerintah 
daerah. Keenam, opini BPK-RI atas laporan 
keuangan Pemerintah Kota Yogyakarta TA. 
2009-2011 memperoleh WTP, walaupun 
laporan keuangan masih menggunakan basis 
kas menuju akrual. 

Ketujuh, pengetahuan DPRD sebagai 
wakil rakyat belum memadai atas akuntansi 
pemerintahan dan laporan keuangan 
pemerintah secara keseluruhan, karena 
sampai saat ini DPRD hanya tertarik pada 
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laporan realisasi anggaran saja. Kedelapan, 
transparansi pelaporan keuangan Pemerintah 
Kota Yogyakarta telah dipenuhi dengan 
mempermudah pengguna untuk mengakses 
informasi laporan keuangan, baik melalui 
website, media cetak maupun kemudahan 
memperoleh dalam bentuk cetakan.

IV. 2 Saran

Berdasarkan kesimpulan, direkomendasikan 
bahwa: Pertama, untuk meningkatkan 
akuntabilitas dan transparansi pengelolaan 
keuangan pemerintah, maka Walikota 
Yogyakarta sebagai pimpinan daerah sebaiknya 
menyusun operasional kebijakan akuntansi 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dengan menempatkan sumber daya manusia 
yang memiliki kompetensi dan membangun 
aplikasi yang terintegrasi yang sesuai dengan 
kondisi lingkungan yang dimiliki, tetapi proses 
check and balance yang telah ada sebagai 
rutinitas harus tetap dipertahankan. 

Kedua, kepada anggota dewan sebagai 
wakil rakyat, perlu membiasakan diri untuk 
membaca, memahami dan menganalisis laporan 
keuangan pemda secara keseluruhan, misalnya 
bekerja sama dengan para ahli agar adanya 
analisis kritis dari anggota dewan tersebut. 

Ketiga, kepada Pemerintah Pusat bahwa 
perumusan suatu kebijakan haruslah sinkron 
dengan perundang-udangan yang lain karena 
hal ini dapat membingungkan pemerintah 
daerah dalam pelaksanaannya. 

Keempat, bagi Dinas Pajak Daerah 
dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta 
dalam meningkatkan transparansi pelaporan 
keuangannya, sebaiknya dalam Catatan atas 
Laporan Keuangan dijabarkan tentang kondisi 
fisik dari aset tetap dan persediaan yang dimiliki 
pada tanggal pelaporan. Hal ini bermanfaat 
untuk rencana pengadaan bagi aset tetap dan 
persediaan tersebut sehingga tidak terjadi 
penumpukan persediaan tertentu. 
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Kelima, untuk Pemda lain, dapat belajar 
dari Pemkot Yogyakarta tentang semangat 
bekerja sama dan sadar atas pekerjaan serta 
tanggung jawab masing-masing melalui adanya 
proses rekonsiliasi (check and balance) yang 
dilakukan bagi seluruh SKPD.
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